A. Kesimpulan

BAB Il

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai

jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum/skripsi ini,

dapat disimpulkan bahwa PERDA kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Pelarangan Pelacuran bertentangan dengan Konvensi CEDAW, karena PERDA

tersebut selain membatasi hak asasi perempuan juga berpotensi menghakimi tanpa

ada kompromi yang menyebabkan terjadinya kasus salah tangkap. Norma dalam isi

pasal diskriminatif dalam PERDA tersebut sangat subjektif dimana tidak

memberikan patokan atau ukuran sehingga tidak ada batasan dan menimbulkan

ketidakjelasan maka kesalahan pemaknaan bahasa hukum atau multitafsir menjadi

penyebab penegakan hukum kurang maksimal.

Tabel Matriks

Konvensi CEDAW

PERDA Kota Tangerang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Pelarangan

Pelacuran

Hak yang dilanggar

Pasal 3 “Negara-negara peserta
membuat  peraturan-peraturan
yang tepat, termasuk

pembuatan undang-undang

Pasal 4 ayat (1) “Setiap orang yang
sikap atau perilakunya mencurigakan
sehingga menimbulkan suatu

anggapan bahwa ia/mereka pelacur

-Hak untuk bebas dari perlakuan
yang diskriminatif
-Hak atas kedudukan yang sama

di depan hukum
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disemua bidang, khususnya

dibidang politik, sosial,
ekonomi dan budaya, untuk

menjamin perkembangan dan

kemajuan perempuan
sepenuhnya, dengan tujuan
untuk  menjamin  mereka

melaksanakan dan menikmati

hak asasi manusia dan

kebebasan-kebebasan  pokok
atas dasar persamaan dengan

laki-laki.”

dilarang berada di jalan-jalan umum,
di  lapangan-lapangan,di  rumah
penginapan, losmen, hotel, asrama,
rumah penduduk/kontrakan, warung-
warung kopi, tempat hiburan, gedung
tempat tontonan, di sudut-sudut
jalan, di lorong-lorong atau tempat-

tempat lain didaerah.”

-Hak perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat sesuatu
yang merupakan hak asasi
manusia

-Hak atas penghidupan yang

layak

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan saran yaitu,

karena masih banyaknya tindakan diskriminatif terhadap perempuan melalui

peraturan-peraturan yang telah dibuat, oleh karena itu diharapkan pemerintah

segera mengambil langkah-langkah konkrit seperti mulai mensosialisasikan isu-isu

perempuan yang tercantum dalam konvensi CEDAW kepada pejabat pembuat

kebijakan dan aparat penegak hukum, karena diskriminasi terhadap perempuan

disebabkan masih kurangnya pemahaman dari para pejabat pembuat kebijakan dan
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aparat penegak hukum terkait perlindungan hak perempuan. Pemerintah kota
Tangerang juga diharapkan merevisi kembali PERDA kota Tangerang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, karena isi pasal dalam PERDA tersebut

harus menggunakan bahasa hukum yang jelas agar tidak terjadi multitafsir.
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